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PERATURAN BUPATI I EARAWAN€r
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TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI KA] IAWANG NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEN.ABARAN ANcOARAN PENDI LPATAN DflIN BELANJA DAERAII

TAIIUN AVGGARA N 2020

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI    KARA"rANG,

Menimbang   : a.   bahwa  pada  tahun  anggaran  2)20  Pemenntah  Kabupaten  Karawang
mengoptimalkan   penggunaan   APBD   dengan   memprioritaskan   untuk
antisipasi   dan   penanganan   dampak   penularan   COVID-19   di   Dinas
Kesehatan,    Upr   RSUD    Kabupaten    Karawang,    dan   UPT   RS   Paru
Kabupaten Karawang;

b.   bahwa  pada  tahun  anggaran  2 )20  Pemerintah  Kabupaten  Karawang
mendapat dana bantuan  keuangan dari  Provinsi |Jawa Barat dan yang
belum  cukup  tersedia  dan/atar   belum  dianggarkan  dalam  Anggaran
Pendapa.tan dan Belanja Daerah Kabupaten Kara.wang;

c.    bahwa  terdapat  pergeseran  alokasi  belanj€i  yang  disebabkan  adanya
perubahan antar objek/rincian ol>jek belanja  dalam satu jenis belanja di
beberapa  Perangkat  Daerah  ser:a  penyesualan  alokasi  belanja  untuk
kegiatan  yang  bersumber  dari  llana  Alokai5i  Khusus  (DAK)  dan  Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);

d.    bahwa  sesuai  dengan  angka  2€;  Romawi  V  Hal-hal  Khusus  Lainnya,
Peraturan   Menteri   Dalam   Negi3ri   Nomor   33   Tahun   2019    tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran  ?endapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2020,  bahwa  Program  dan  kegiat&n  yang dibiayai  dari  DBH-
CHT yang bersifat earlnark, DBH .SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas
Bumi  dalam  rangka  Otonomi  Khugus,  DBH-DR,   DAK  dan/atau  DAK
Tambahan, Dana Otonomi Khusu s, Dana Ta]nbahan lnfrastruktur untuk
Provinsi   Papua   dan   Papua   B€rat,   Dana   Keistimewaan   DIY,   Dana
Darurat,  Bantuan  keuangan  yaiig  bersifat  khusus  dan  dana  transfer
lainnya  yang  sudah  jelas  peruntukannya  serta  pelaksanaan  kegiatan
dalam keadaan darurat dan/ataiL mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia  dan/atau  belum  diangg€irkan  dapat dilaksanakan  mendahului
penetapan peraturan daerah tent€ Lng Perubahan APBD;

e.   bahwa alas pertimbangan sebaga: mama dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf  c,  dan    huruf  d  di  atas,  perlu  meiietapkan  Peraturan  Bupati
tentang  Perubahan  Atas  Peratunin  Bupati  Karawang  Nomor 48  Tahun
2019   tentang  Penjabaran  Anggeran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2020.



Mengingat         :  I.      Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950    tentang   Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten  d,ilam  Lingkimgan  Propinsi  Djawa  Barat
(Berita   Negara  Tahun   195C),   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Undang-Undang   Nomor   4   Tahun    1968    tentang    Pembentukan
Kabupaten  Purwakarta  dan  Kabupaten  Subang  dengan  Mengubah
Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950   tentang   Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten  d{ulam  Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat
(Lembaran   Negara   RepubliL.   Indonesia   Tahun    1968   Nomor   31,
Tambahan Lembaran negara  2epublik Indonesia Nomor 2851);

2.     Undang-Undang  Nomor  28   Tahun   1999   tentang  Penyelenggaraan
Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Koiupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme
(Lembaran   Negara   Repubm    Indonesi€i   Tahun    1999   Nomor   75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.     Undang-Undang   Nomor   31   Tahun   1999   tentang   Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (I.eml: aran NegaraL Republik Indonesia Tahun
1999  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  3854)   sebagaimana   telah   diub€ih   dengan   Undang-Undang
Nomor  20  Tahun   2001   ten:ang  Perubahan  Atas  Undang-Undnag
Nomor   31   Tahun    1999   teitang   Pemberantasan   Tindak   Pidana
Korupsi  (Lembaran  Negara  Fepublik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor
134, Tambahan Lembaran Ne 3ara Repu"ik Indonesia Nomor 4150);

4.     Undang-Undang  Nomor  17  l`ahun  2003  tentang  Keuangan  Negara
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003   Nomor   47,
Tambahan Lembaran Negara : 2epublik Indonesia Nomor 4286) ;

5.     Undang-Undang   Nomor   1   "ahun   2004   tentang   Perbendaharaan
Negara (Lembaran  Negara Re])ublik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara ; {epublik Indonesia Nomor 4355) ;

6.     Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2004    tentang    Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjaw ab Keuang{un Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.     Undang-Undang Nomor 25 T€hun 20041..entang sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lent iaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4421);

8.     Undang-Undang   Nomor   33    Tahun    2004    tentang   Perimbangan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan   Daerah
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2004   Nomor   126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.     Undang-Undang  Nomor  28  Tlhun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah  (Lembaran r]egara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor  130, Tambahan Lemb€uran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10.   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa   (IJembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014    Nomor   7,   Tambahan
Lembaran Negara Republik ln( lonesia Nomor 5495) ;



11.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014    tentang   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Fepublik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor
244,  Tambahan  I€mbaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah bt:berapa kali   terakhir   dengan Undang-
Undang   Nomor   9   Tahun   I:015   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Eepublik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor
58, Tambahan Lembaran Nega]-a Republik Indonesia Nomor 5679);

12.   Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014    tentang   Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  N€gara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

13.   Peraturan  Pemerintah  Nomo].  109  Tahun  2000  tentang  Kedudukan
Keuangan   Kepala   Daerah   tlan   Wakil   Kepala   Daerah   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   20DO   Nomor   210,   Tambahan
I,embaran Negara Republik In donesia Nomor 4028) ;

14.   Peraturan  Pemerintah  Nomo..  23  TahurL  2005  tentang  Pengelolaan
Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nonior   48,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Nomor 4{;02)  sebagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahu'ii  2012  tentang  Perubahan
Atas    Peraturan    Pemerintar     Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan  Badan   Layanan  Umum   (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2 )12  Nomor  171,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    55    Tahun    2005    tentang    Dana
Perimbangan   (Lembaran   Net:ara   Republik   Indonesia  Tahun   2005
Nomor  137, Tambahan Lemb.anon  Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

16.   Peraturan   Pemerintah   Nomi)r   56   Tahun   2005   tentang   Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4576)  sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah    Nomor    65    Tariun    2010    tentang    Perubahan    Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomi]r   56   Tahun    2005   tentang   Sistem
lnformasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2010   Nomor   110,   Timbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5155);

17.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang   Pelaporan
Keuangan   dan   Kinelja   lnsamsi   Pemerintah      (Lembaran   Negara
F2epublik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  25,  Tambahan  Irembaran
Negara Republik Indonesia No,nor 4614);

18.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan
Uang Negara/Daerah   (Lemba ran  Negara  Republik Indonesia Tahun
2007  Nomor  83,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4738);



19.   Peraturan   Pemerintah   Nom3r   5   Tahun   2009   tentang   Bantuan
Keuangan    Kepada    Partai    Politik    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nom)r  18,  Tambahan  Lembaharan  Negara
Republik Indonesia Nomor 49 72) sebagaimana telah diubah beberapa
kali  terakhir  dengan  Peratu].an  Pemeri]itah  Nomor  1  Tahun  2019
tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peratwran   Pemerintah   Nomor   5
Tahun   2009   tentang   Bantilan   Keuangan   Kepada   Partai   Politik
(Lembaran    Negara   Republil:   Indonesia   Tahun    2019    Nomor    1,
Tambahan Lembaran Negara  3epublik Indonesia Nomor 6177);

20.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara
Pemberian dan Pemanfaatan  [nsentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor  119, Tambahan Lemb iran Negar€i Republik Indonesia Nomor
5161);

21.   Peraturan   Pemerintah   Nom(ir   71   Tahun   2010   tentang   Standar
Akuntansi   Pemerintahan   (L3mbaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5165);

22.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2,012  tentang  Hibah  Daerah
(Irembaran    Negara   Republik    Indonesia   Tahun    2012    Nomor   5,
Tambahan I.embaran Negara I tepublik Indonesia Nomor 5372) ;

23.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   92,   T€mbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5533);

24.   Peraturan   Pemerintah   Nomo-43  Tahuri   2014   tentang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   123
Tambahan Lembaran Negara I [epublik lnclonesia Nomor 5539);

25.   Peraturan   Pemerintah  Nomo].  55  Tahun   2016  tentang  Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemun ;utan Pajal;: Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2(116  Nomor  244,  Talnbahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Noinor 5950) ;

26.   Peraturan Pemerintah Nomor . 2 Tahun 2()17 tentang Pembinaan dan
Pengawasan    PenyelenggaraaiL    Pemerintahan    Daerah    (I,embaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   20L8   Nomor   73,   Tambahan
Lembaran Negara Republik In( lonesia Nomor 6041)

27.   Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan  Administratif Pimpinan  dan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  (Lembaran  Negara  R€publik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor
106, Tambahan Lembaran Neg ira Republik Indonesia Nomor 6057) ;

28.   Peraturan   Pemerintah   Nomcr   2   Tahun   2018   tentang   Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembarai   Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018   Nomor  2,   Tambahan   lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6 1 78) ;

29.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018   Nomor   73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

30.   Peraturan     Pemerintah     NonLor        33        Tahun     2018     Tentang
Pelaksanaan    Tugas    dan    wewenang    Gubernur    sebagai    Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran I\ egara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor  109, Tambahan I,emba-an Negara Republik Indonesia Nomor
6224);
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31.   Peraturan   Pemerintah   Nomtir   56   Tahun   2018   tentang   Pinjaman
Daerah  (I,embaran  Negara  Eepublik  lmlonesia  Tahun  2018  Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

32.   Peraturan  Pemerintah  Nomo.  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor  42,  Tambahan  Lemb€ran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6322)

33.   Peraturan  Pemerintah  Nomoi   13  Tahun  2019  tentang  Laporan  dan
Evaluasi  Penyelenggaraan  P€merintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  £'019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Ncmor 6323);

34.   Peraturan   Presiden   Nomor   16   Tahun   2019   tentang   Pengadaan
Barang/Jasa   Pemerintah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 33);

35.   Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas
Percepatan Penanganan Coro]ia Virus DiE`,ease 2019 (COVID  19);

36.   Peraturan  Menteri  Dalam  N3geri  Nomor   13  Tahun  2006   tentang
Pedoman     Pengelolaan     KeLangan     D€ierah     sebagaimana     telah
beberapakali diubah dengan :'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21  Tahun  2011  tentang  Penibahan  Keclua  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahiin  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerali;

37.   Peraturan   Menteri   Dalam   N.3geri   Nomor   32   Tahun   2011   tentang
Pedoman Pemberian Hibah den Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran  Pendapatan  dan  B'31anja  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2011    Norior   450)   sebagaimana   telah   diubah
beberapa   kali,   terakhir  den(;an   Peraturan   Menteri   Dalani   Negeri
Nomor  123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nom(ir   32   Tahun   2011   tentang  Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantu&i Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah     (BeritaL Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor  15);

38.   Peraturan   Menteri   Dalam  Ni:geri   Nomor   52   Tahun   2012   tentang
Pedoman  Pengelolaan  Invest€.si  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 20] 2 Nomor 754);

39.   Peraturan   Menteri   Dalam   Nt:geri  Nomor  64   Tahun   2013   tentang
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerinttlhan  Berbasis  Akrual  pada
Pemerintah  Daerah  (Berita  Ni3gara  Republik  Indonesia  Tahun  2013
Nomor  1425);

40.   Peraturan   Menteri   Dalam   Nt:geri   Nomor   77  Tahun   2014   tentang
Pedoman  Tata  Cara  Perhitun Sam,  Pengainggaran  Dalam  APBD,  dan
Tertib      Administrasi      Peng:`juan,      Penyaluran      dari      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggun aan  Bantuari  Keuangan  Partai  Politik
(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tchun    2014    Nomor    1744)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  6  Tahun  2018  tental-g  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  77  Tah.in  2014  tentang  Pedoma.n  Tata  Cara
Penghitungan,  Penganggaran  Dalam  APBD,  dan  Tertib  Administrasi
Pengajuan,      Penyaluran      tan      Laporan      Pertanggungjawaban
Penggunaan    Bantuan    Keuaigan    Partiri    Politik    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  198);



41.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nom()r   19   Tahun   2016   tentang
Pedoman  Pengelolaan  Baran!;  Milik  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor  547);

42.    Peraturan   Menteri   Dalam   N3geri   Nomc`r   62   Tahun   2017   Tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Serta  Pelaksanaan
dan  Pertanggungjawaban  Da:ia Operasional  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor  1067);

43.   Peraturan    Menteri      Dalam  Negeri  Nomor  36    Tahun  2018  tentang
Tata Cara Penghitungan,  Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  dan  terlib  Adminis[rasi  Pengajuan,  Penyaluran
dan  Laporan  PertanggungjavJaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 630)

44.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomt)r   79   Tahun   2018   tentang
Badan  Layanan  Umum  Dae -ah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor  1213);

45.   Peraturan    Menteri      Dalam  Negeri  Norrior  33    Tahun  2019  tentang
Pedoman   Penyusunan  Angg,iran   Pend€i.patan   dan   Belanja  Daerah
Tahun   Anggaran   2020   (Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2017  Nomor 701);

46.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomt)r   20  Tahun   2020   tentang
Percepatan  Penanganan  Cor()na  Virus  Disease  2019  di  Lingkungan
Pemerintah Daerah;

47.   Peraturan    Menteri    Keuangm    Nomor    19/PMK.07/2020    tentang
Penyaluran  dan  Penggunaan  DBH,  DA|,  dan  DID  Tahun  Anggaran
2020   dalam   rangka   Penanggulangan   Corona  Virus   Disease   2019
(COVID  19);

48.   Keputusan     Menteri     KeuarLgan     Nomor     6/KM.7/2020     tentang
Penyaluran  Dana  Alokasi  K:iusus  Fisik  dan  Bantuan  Operasional
Kesehatan dalam rangka   Pencegahan d€m/atau Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID  13);

49.   Keputusan  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana Nomor
13.A  Tahun  2020  tentang  ['erpanjangan  Status  Keadaan  Tertentu
Darurat Bencana Wabah Pen:rakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

50.   Peraturan   Daerah   Provinsi   Jawa   Bariit   Nomor   16   Tahun   2019
tentang Anggaran  Pendapata 1  dan  Bela]1ja  Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Prov nsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor  16);

51.   Peraturan   Gubernur  Jawa  ]3arat   Nomt}r   79   Tahun   2019   tentang
Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah   Tahun
Anggaran   2020   (Berita  Dae:.ah   Proving,i  Jawa  Barat  Tahun   2019
Nomor 79);

52.   Peraturan   Daerah   Kabupat€n   Karawang   Nomor   14   Tahun   2016
tentang  Pembentukan  dan  S}usunan  Pc`rangkat  Daerah  Kabupaten
Karawang   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Karawang   Tahun   2016
Nomor  14);

53.   Peraturan   Daerah   Kabupatim   Karawang   Nomor    1    Tahun   2017
tentang Pengelolaan Keuanga.1 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2017 Nomoi   1);

54.   Peraturan   Daerah   Kabupatcn   KarawarLg   Nomor   16   Tahun   2019
tentang Anggaran  Pendapata:1  dan  Belaiija Daerah Tahun  Anggaran
2020  (Lembaran  Daerah  Kattupaten  Karawang  Tahun  2019  Nomor
17);

.6



55.   Peraturan   Bupati   Kabupaten   Karawang   Nomor   48   Tahun   2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2020  (Berita  Daeiah  Kabupaten  Karawang  Tahun  2019
Nomor 48) .

MEMUTUSKA N :

Menetapkan   :     PERATURAN    BUPATI    TENTANt=    PERUBAIIAN    ATAS    PBRATURAN
BupATI KARAWANG NOMOR 48  rAIIUN 2oig TENTANG pENiABARAN
ANcOARAN PENDAPATAN I)AN I FLAN.A DAERAII TAHUN ANGGARAN
2020.

I,asal  1
Anggaran pendapatan Tahun Anggaran 20: :0 semula beij umlah     Rp. 4.549.747.799.016,00
Bertambah sejumlah Rp.216.801.823.148,( lo sehingga mtan].adi      Rp. 4.766.549.622.164,00
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula beljunlah        Rp. 4.602.810.420.99 I,OO
Bertanbch sejumlah Rp.216.801.823.148,(10 sehingga m{mjadi      Rp. 4.819.612.244.139,00
Dengan rincian sebagai berikut :
I.    Pendapatan  :

a.     Pendapatan Asli Daerah
b.     Dana perimbangan
c.     lain-lain pendapatan Yang sah

Judith Pendapatan
2.     Belanja:

a.       BelanjaTidak Langsung
1)     Belanja pegawai
2)     BelanjaBunga
3)     Belanja subsidi
4)     Belanja Hibah
5)     Belanja Bantuan sosial
6)     Belanja Bagi Hasil
7)     Belanja Bantuan Keuangan
8)     Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b.       Belanja Langsung
1)     Belanja pegawai
2)    Belanja Barang dan Jasa
3)     Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

•undh B®ladya

suxplu3/(I)en8lt|

3.     Pembiayaan :
a.     Penerimaan
b.     Pengeluaran

Uumlah Penblayaan N®to

Sl8a leblh P®znblayaan anggafan
tahun berke man

Rp.           1.273.814.055.313,00
Rp.          2,160.081.302.000,00
Rp.            1,.332.654.264.851,00    (+)

Rp.      4.766.549.622.164,00

Rp.           1.717.556.997.652,00
Rp.                                             0,00
Rp.                                              0,00
Rp.              163.442.070.500,00
Rp.                62.059.000.000,00
Rp.               107.728.761.165,00
Rp.              536.138.680.650,00
Rp.                    2.094.450.000,00    (+)

Rp.          2.589.019.959.967,00

Rp.               211.330.364.220,00
Rp.           1.402.941.428.648,00
Rp.               616.320.437.304,00    (+)

Rp.           2.230.592.284.172,00

Rp.       4.819.612.244.139,00

Rp.     |53o062.621.975.00)

Rp.                 70.462.621.975,00
Rp.                  17.400.000.000,00  ( -)

Rp.            53.062.621.975.00

Rp. 0'00



]'a8al 2
Uraian  lebih  lanjut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   1,  tercantum
dalam  Lampiran  sebagai  bagian ]'ang   tidak terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini, terdiri dari :

1.   Lanipiran I       Ringkasan penjabaran APBD;

2.   Lampiranll     Ringkasan      Peiijabaran      APBD      menurut      Urusan
Pemerintahan  Eaerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,
Kelompok  Jenis,   Obyek,   Rincian   Obyek   Pendapatan,
Belanja dan Pem biayaan;

3.   Lampiran Ill    Daftar Nana,  Alamat dan  Besaran Alokasi  Hibah yang
diterima;

4.   Lampiran lv   Daftar  Nana,   Alamat  dan  Besaran  Alokasi  Bantuan
Sosial yang diter rna.

Pa8al 3
Pelaksanaan  penjabaran APBD yarig ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati
ini   dituangkan   lebih   lanjut   dalam   dokumen   pelaksanaan   anggaran
Perangkat   Daerah   sesuai   deng€m   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

//
P18al 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar    setiap    orang    mengetahuirya,    memerintahkan    pengundangan
Peraturan   Bupati   ini   dengan   pmempatannya   dalam   Berita   Daerah
Kabupaten Karawang.

Diundangkan di Karawang
pada tanggal  1. n-*  ece.

BERITA   DAERAH   KABUPATEN   KAFAWANG  TAHUN   2020
NOMOR:   ,,         .


